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PUTUSAN
Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Mrb
I\ .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 01 Juli 1966,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada
alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 06 Agustus 1972,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang
didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Marabahan, Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-

dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, telah dilangsungkan
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX
Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX,

tertanggal 28 Desember 2018;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
milik Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga terakhir
kumpul di rumah tersebut. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, namun pada tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran
yang disebabkan:
3.1.Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga
Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
3.2.Termohon sering membawa barang-barang yang ada di rumah
Pemohon ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan
Termohon sering bertengkar;
3.3.Termohon sering melarang Pemohon tidur di kamar bersama dengan
Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
3.4. Termomoh sering marah-marah kepada Pemohon, Pemohon sudah
berusaha menasihati Termohon namun Termohon tidak menghiraukan
nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi Januari 2023, disebabkan
permasalahan yang sama. Hal tersebut yang membuat Pemohon sudah
tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, hingga akhirnya
Termohon keluar rumah pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan
Termohon tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami istri selama 1 tahun
6 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi
tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon keberatan memberi nafkah iddah dan mut'ah
kepada Termohon dikarenakan Pemohon nusyuz;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Marabahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 10 Agustus 2024 dan Nomor
341/Pdt.G/2024/PA.Mrb  tanggal 21 Agustus 2024 vyang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim
telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-
Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai
dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Desember 2018, yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
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Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;
B. Saksi:
1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Marabahan, 21 Agustus 1989,
umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah
keponakan Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang
telah menikah pada pada 28 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan sejak tahun 2022, yang disebabkan Termohon sering
marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon dan Termohon juga
sudah mengambil barang-barang Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Pemohon
dan Termohon bertengkar, Saksi hanya melihat antara Pmeohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat
tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak
bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2Yamani, tempat dan tanggal lahir, XXX, 01 Juni 1976, umur
48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
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Kabupaten Barito Kuala di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah menantu Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
istri yang telah menikah pada pada 28 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak sejak tahun 2022, yang
disebabkan Termohon sering membawa barang-barang yang ada di
rumah Pemohon ke rumah orang tua Termohoan, dan Termohon
sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung
Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan
Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon
untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan
perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun
tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke
hadapan sidang melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan
ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana
perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 10 Agustus 2024 dan Nomor
341/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 21 Agustus 2024 vyang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa
hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili
Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan,
sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;
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Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon dan
Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa
Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah
tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon memiliki /egal
standing dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan
mengajukan perkara ini (personae standi in judicio) untuk mengajukan
permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg.
jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang
berperkara. Namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah
antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama
dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar,
Termohon sering membawa barang-barang yang ada di rumah Pemohon ke
rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sering
bertengkar, Termohon sering melarang Pemohon tidur di kamar bersama
dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan
Termomoh sering marah-marah kepada Pemohon, Pemohon sudah berusaha
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menasihati Termohon namun Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon,
yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasall685 KUH
Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) oang saksi;

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P (fotokopi Kutipan Akta Nikah)
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sejak tanggal
28 Desember 2018 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan
yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-
orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon
tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang
terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah,
maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai
175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan
kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh
Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam
perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum, sebagaimana
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi
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tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling
bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga
dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tanggal 28 Desember 2018 dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten
Barito KUAIa Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah
tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan Termohon sering marah-marah
yang tidak jelas kepada Pemohon dan Termohon juga sudah mengambil
barang-barang Termohon dari kediaman bersama;
4, Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang
sulit untuk didamaikan (broken marriage);
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon
dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk
rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun
kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah
tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih
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sayang (mawaddah, wa rahmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,
sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman
Allah SWT dalam QS Al Rwum ayat 21:
Jszs Ledl 1588 L3157 35wl 85 38T 315 OF aul &es
” w
O335EE 038) oV A5 o8 HI 453 55 8555 ASE;
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2022 serta
telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi, kondisi
tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (broken marriage),
rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada
harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi
telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan
mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak.
Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai
kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau
mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan
(mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (mafsadat),
sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan
menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab
itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat)

harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah). Hal ini
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sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab al-Asybaah wa al-

Nadzaair fii Qawaa’idi wa furuu’i fighi al-Syafii’iyah halaman 118 yang berbunyi:

dlaall ols Gl2 355 awlasll £33

Artinya: “Menolak  kemudaratan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada

Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah

Juz | halaman 83:

-

8J5 &8531 3Lisdl &t o2 oWlall pllay 2YY) Jtol

&e 858 sl LJmIJa;z:&bS@,ay,Mw 2o s
L)-?-'MJL °~0)J|A.7|._5\Lf‘pi7uu|ollg~o |).o.u.uy|uyc9J)_L;
alsall £33 86t 21 1355 25271

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga
perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi
haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat
dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon
apakah sudah mencapai sifat broken marriage, maka Majelis Hakim mengambil
alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa
indikator broken marriage antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak
berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu
pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami
istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang
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ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga
mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun
2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain
dinyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”. Berdasarkan ketentuan tersebut yang
dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun maka syarat pisah tempat tinggal
minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas
serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah
terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Pengugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh
karenanya gugatan Pengugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh pihak
suami atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam,
maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di muka persidangan
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Pengadilan Agama Marabahan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum
tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang
penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Marabahan;
4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan
Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.l. yang
ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.l., S.H.l.,, S.H., M.Sy.
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sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa
hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.l., S.H.l., S.H., M.Sy.

Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp  30.000,00
b. Panggilan Pertama Rp  20.000,00
c. Redaksi Rp  10.000,00
2. Proses Rp  75.000,00
3. Panggilan Rp  21.000,00
4. Materai Rp  10.000,00

Jumlah Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
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